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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR *~¢ TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Melro Nomor 11 Tahun 20135 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraluran Walikota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belamya Dacrah Tabun Anggaran 2015 scbagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Angsaran 2015;

l.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaohan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimans
lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1964 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomaor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupsten
Dati 1T Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 19949 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambwmhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4335);
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Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan
Megara ([.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  lenlang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerninteh Pusal dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S0449);

Undang-Undang Nomor [2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indoncsia Nomor 2234);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Repubhlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lemhbaran Negara Rl Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah bheberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015,(Lembaran Negara Reépublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomaor 5674Y);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraluran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negars Repubhk Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolann Keuwanpan  Badean  Layanan Umuam,
{Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2005
Nomor 4% Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintoh MNomeor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sisiem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rcopublik Indoncsia Nomor 4576)
schagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Hepubhbk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penvusunan dan  Pencrapan Standar
Pelayvanan Minimal  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 45835);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinasn dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4a14);

Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomaor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 6% Tahun 2010 tentang
Taln Cara  Pemberian Dan Pemanlaatan  Insenul
Pemunpgutan Pmak Dacrah dan Retnbusi Daerah
[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5161,

24, Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 lentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5272,

26, Peraturan Menier Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrah
schapaimana telah diubah beberapa kali  tcrakhir

. dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

27. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Momor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
vang Bersumber Dari Angparan Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomar 450}, sebagaimana lelah diunbah
dengan  Peraturan Menteri Dalam  Nepgen Nomor 39
Tahun 2012, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomaor 540);

28. Peramran Menferi Dalam Negest Nomaor 1 Tabun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

. 29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyvusunan Anggaran Pendapatan
dan Beclanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

30. Peraturan Daecrah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2004
tentang Pembentukan OUrganisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Metro [Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tamhbahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107 sebagaimans
telab diubabh dengan Peraluran Daerah Kota Metro
Nomor 12 Tahun 2010, (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daereh Kola
Mctro Nomeor 107},

31. Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Dacrah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Dacrah Kota Metro
Tahun 2014 Nomor 9);
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32. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2015
lentang Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2015 |Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2013 Nomor 11;

33, Pergturan Walikota MNomor 42 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anpgaran 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun
2014 Nomor 42}, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor
14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013
Nomaor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

.. Pasal 1

Anpggaran Pendapatan dan  Belarmga Daerah Tahun Anggaran 2015
semula berjumlah Rp. ¥79.762.360.301 .- Bertambah sciumlah
Rp. 26,134 884 7O8,- sehingga menjadi Rp. 805.897,245.099,- dengan rincian

sebagar berikul
1. Pendapatlan
a. Semula Rp. T206.252.733.214.-
b. Berkurang Rp. 2.268.564 132, -
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.  728.521.297 346,
Pendapatan
2. Belanja
a. Semula Rp. TTATHI.360.301,-
k. Bertambah Rp. 26.134.884.7u8,
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.  BO5.897.245.099 -
' Defigit setelah Perubahan Rp. (77.375.947.753,-)

4, Pembiayaan
g, Penenmaan Pembnayaan

a. Hemula Rp. aR. 349 62T 08T -
h. PBertambah Rp. 23.806.320,066,-
Jumlah Penenmaan selelah Perubahan Rp. 852.215.947.723,-

b. Pengeluaran Pembiavaan

a. Bcmula Rp. 4.840.000.000,-

b. Bertambah Rp. =
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Ep. 4,840,000,000,
Jumlah Pcmbiayvaan Netto setelah perubahan Ep. TT.370.947.753,-
Sisa  Ichih  pembiayaan  anggaran  sctelah Rp. "
perubahan
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Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dininei
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ni.

Pasal 3

Daltar nama peneritma, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran 111 dan
Lampiran TV Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

‘ Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

TR b Ditetapkan di Metro
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SEKRET DAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR A0



